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BAB  I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang 

Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 

1945  dinyatakan  bahwa  salah  satu  tujuan  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia 

(NKRI) adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Sejalan dengan pembukaan UUD 

itu, batang tubuh konstitusi tersebut di antaranya Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28 C 

ayat  (1),  Pasal  31,  dan  Pasal  32,  juga  mengamanatkan  bahwa  pemerintah 

mengusahakan  dan  menyelenggarakan  satu  sistem  pendidikan  nasional  untuk 

meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak 

mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-

undang. Sistem pendidikan nasional tersebut harus mampu menjamin pemerataan 

kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen 

pendidikan  untuk  menghadapi  tantangan  sesuai  dengan  tuntutan  perubahan 

kehidupan  lokal,  nasional,  dan  global.  Untuk  itu,  perlu  dilakukan  pembaharuan 

pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan.

Pendidikan merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia dan untuk itu setiap 

warga negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan 

minat dan bakat yang dimilikinya tanpa memandang status sosial, status ekonomi, 

suku, etnis, agama, dan gender. Pemerataan akses dan peningkatan mutu pendidikan 

akan membuat warga negara Indonesia memiliki kecakapan hidup (life skills) sehingga 

mendorong tegaknya  pembangunan manusia  seutuhnya serta  masyarakat  madani 

dan modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila, sebagaimana  yang telah  diamanatkan 

dalam UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 

Pembangunan  pendidikan  dilaksanakan  dengan  mengacu  pada  Rencana 

Pembangunan  Jangka  Menengah  Nasional  (RPJMN)  Tahun  2010--2014  dan 

Rencana  Pembangunan  Jangka  Panjang  Nasional  (RPJPN)  Tahun  2005--2025. 

Berdasarkan RPJPN tersebut,  Kementerian Pendidikan Nasional (Kemdiknas) telah 

menyusun Rencana Pembangunan Pendidikan Nasional Jangka Panjang (RPPNJP) 

2005--2025, seperti yang tertuang di dalam Permendiknas Nomor 32 Tahun 2005, 

tentang Rencana Strategis (Renstra) Kemdiknas Tahun 2005--2009. 
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RPPNJP  telah  dijabarkan ke  dalam empat  tema pembangunan pendidikan,  yaitu 

tema pembangunan I (2005--2009) dengan fokus pada peningkatan kapasitas dan 

modernisasi;  tema  pembangunan  II  (2010--2015)  dengan  fokus  pada  penguatan 

pelayanan; tema pembangunan III (2015--2020) dengan fokus pada penguatan daya 

saing  regional;  dan  tema  pembangunan  IV  (2020--2025)  dengan  fokus  pada 

penguatan daya saing internasional. Tema pembangunan dan penetapan tahapan 

tersebut  selanjutnya  perlu  disesuaikan  dengan  RPJPN  2005--2025  dan  RPJMN 

2010--2014 serta perkembangan kondisi yang akan datang.

RPJMN  Tahun  2010--2014  ditujukan  untuk  lebih  memantapkan  pembangunan 

Indonesia di segala bidang dengan menekankan upaya peningkatan kualitas sumber 

daya manusia (SDM) termasuk pengembangan kemampuan ilmu dan teknologi serta 

penguatan  daya  saing  perekonomian. RPJMN  Tahun  2010--2014  tersebut 

selanjutnya dijabarkan ke dalam Renstra Kemdiknas Tahun 2010--2014.

Renstra  Kemdiknas  tahun  2010--2014  menjadi  pedoman  bagi  semua  tingkatan 

pengelola pendidikan di pusat dan daerah dalam merencanakan dan melaksanakan 

serta mengevaluasi program dan kegiatan pembangunan pendidikan.

1.2 Landasan Filosofis Pendidikan Nasional

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mem-

berikan landasan filosofis serta berbagai prinsip dasar dalam pembangunan pendi-

dikan. Berdasarkan landasan filosofis tersebut,  sistem pendidikan nasional menem-

patkan peserta didik sebagai makhluk yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa 

dengan segala fitrahnya dengan tugas memimpin kehidupan yang berharkat dan ber-

martabat serta menjadi manusia yang bermoral, berbudi luhur dan berakhlak mulia. 

Pendidikan  merupakan  upaya  memberdayakan  peserta  didik  untuk  berkembang 

menjadi manusia Indonesia seutuhnya, yaitu yang menjunjung tinggi dan memegang 

dengan teguh norma dan nilai sebagai berikut:

a. norma agama dan kemanusiaan untuk  menjalani  kehidupan sehari-hari,  baik 

sebagai  makhluk  Tuhan  Yang  Maha  Esa,  makhluk  individu,  maupun  makhluk 

sosial; 

b. norma  persatuan  bangsa untuk  membentuk  karakter  bangsa dalam  rangka 

memelihara keutuhan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia; 
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c. norma kerakyatan dan demokrasi untuk membentuk manusia yang memahami 

dan  menerapkan  prinsip-prinsip  kerakyatan  dan  demokrasi  dalam  kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; dan 

d. nilai-nilai  keadilan  sosial untuk  menjamin  terselenggaranya  pendidikan  yang 

merata dan bermutu bagi seluruh bangsa serta menjamin penghapusan segala 

bentuk diskriminasi dan bias gender serta terlaksananya pendidikan untuk semua 

dalam rangka mewujudkan masyarakat berkeadilan sosial.

1.3 Paradigma Pendidikan

Penyelenggaraan pendidikan didasarkan pada beberapa paradigma universal yang 

perlu diperhatikan sebagai berikut.

1.3.1 Pemberdayaan Manusia Seutuhnya

Memperlakukan  peserta  didik  sebagai  subjek  merupakan  penghargaan  terhadap 

peserta  didik  sebagai  manusia  yang  utuh.  Peserta  didik  memiliki  hak  untuk 

mengaktualisasikan  dirinya  secara  optimal  dalam  aspek  kecerdasan  intelektual, 

spiritual,  sosial  dan  kinestetik.  Paradigma ini  merupakan  fondasi  dari  pendidikan 

yang menyiapkan peserta didik untuk berhasil sebagai pribadi yang mandiri (makhluk 

individu), sebagai elemen dari sistem sosial yang saling berinteraksi dan mendukung 

satu sama lain (makhluk sosial) dan sebagai pemimpin bagi terwujudnya kehidupan 

yang lebih baik di muka bumi (makhluk Tuhan). 

1.3.2 Pembelajaran Sepanjang Hayat Berpusat pada Peserta Didik

Pembelajaran  merupakan  proses  yang  berlangsung  seumur  hidup,  yaitu 

pembelajaran sejak lahir hingga akhir hayat yang diselenggarakan secara terbuka 

dan multimakna. Pembelajaran sepanjang hayat berlangsung secara terbuka melalui 

jalur formal,  nonformal dan informal yang dapat diakses oleh peserta didik setiap 

saat dan tidak dibatasi oleh usia, tempat dan waktu. Pembelajaran dengan sistem 

terbuka  diselenggarakan  dengan  fleksibilitas  pilihan  dan  waktu  penyelesaian 

program lintas satuan dan jalur pendidikan (multi entry-multi exit system). 

Pendidikan multimakna diselenggarakan dengan berorientasi  pada pembudayaan, 

pemberdayaan,  pembentukan akhlak  mulia,  budi  perkerti  luhur,  dan  watak, 

kepribadian, atau  karakter  unggul, serta  berbagai  kecakapan  hidup  (life  skills). 

Paradigma ini memperlakukan, memfasilitasi dan mendorong peserta didik menjadi 

subjek  pembelajar  mandiri  yang  bertanggung  jawab,  kreatif,  inovatif,  sportif  dan 

berkewirausahaan.
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1.3.3 Pendidikan untuk Semua 

Pendidikan, minimal  pada tingkat pendidikan dasar,  adalah bagian dari hak asasi 

manusia  dan  hak  setiap  warga  negara  yang  usaha  pemenuhannya  harus 

direncanakan dan dijalankan dengan sebaik mungkin. Pemenuhan atas hak untuk 

mendapatkan  pendidikan  dasar  yang  bermutu  merupakan  ukuran  keadilan  dan 

pemerataan atas hasil pembangunan dan sekaligus menjadi investasi sumber daya 

manusia  yang  diperlukan  untuk  mendukung  keberlangsungan  pembangunan 

bangsa. Hak untuk mendapatkan pendidikan dasar sebagai pemenuhan hak asasi 

manusia telah menjadi komitmen global. Oleh karena itu, program pendidikan untuk 

semua yang inklusif diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, nonformal, dan 

informal  dengan  sistem  pendidikan  terbuka  dan  demokratis  serta  berkesetaraan 

gender  agar dapat menjangkau mereka yang berdomisili  di tempat terpencil  serta 

mereka yang mempunyai kendala ekonomi dan sosial.

Paradigma ini menjamin keberpihakan kepada peserta didik yang memiliki hambatan 

fisik ataupun mental, hambatan ekonomi dan sosial, ataupun kendala geografis, yaitu 

layanan pendidikan untuk menjangkau mereka yang tidak terjangkau. Keberpihakan 

diwujudkan  dalam  bentuk  penyelenggaraan  sekolah  khusus,  pendidikan  layanan 

khusus, ataupun pendidikan nonformal dan informal, pendidikan dengan sistem guru 

kunjung, pendidikan jarak jauh, dan bentuk pendidikan layanan khusus lain sehingga 

menjamin terselenggaranya pendidikan yang demokratis,  merata, dan berkeadilan 

serta berkesetaraan gender. 

1.3.4 Pendidikan untuk Perkembangan, Pengembangan, dan/atau 

Pembangunan Berkelanjutan (PuP3B)

Pendidikan  menghasilkan  manusia  berakhlak  mulia  yang  menjadi  rahmat  bagi 

semesta alam. Manusia seperti itu memenuhi kebutuhannya dengan memperhatikan 

kebutuhan generasi saat ini dan generasi-generasi yang akan datang (keberlanjutan 

intergenerasional).  Paradigma  ini  mengajak  manusia  untuk  berpikir  tentang 

keberlanjutan planet bumi dan keberlanjutan keseluruhan alam semesta.

Pendidikan harus menumbuhkan pemahaman tentang pentingnya keberlanjutan dan 

keseimbangan  ekosistem,  yaitu  pemahaman  bahwa  manusia  adalah  bagian  dari 

ekosistem.  Pendidikan harus memberikan pemahaman tentang nilai-nilai tanggung-

jawab sosial  dan natural  untuk memberikan gambaran pada peserta  didik bahwa 

mereka adalah bagian dari sistem sosial yang harus bersinergi dengan manusia lain 

dan bagian dari  sistem alam yang harus bersinergi  dengan alam beserta seluruh 

isinya. Dengan nilai-nilai itu maka akan muncul pemahaman kritis tentang lingkungan 
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(sosial dan alam) dan semua bentuk intervensi terhadap lingkungan, yang baik dan 

yang buruk, termasuk pembangunan. 

1.4 Pergeseran Paradigma Pendidikan Nasional

Beberapa  pergeseran  diterapkan  dalam  pembangunan  pendidikan  2010-2014 

adalah:

• Perubahan wajib belajar menjadi hak belajar

• Kesetaraan dalam pendidikan

• Pendidikan komprehensif

• Perubahan fungsi sekolah negeri menjadi sekolah publik

• Perubahan dasar perencanaan pendidikan yang berdasarkan suplai menjadi 

berdasarkan kebutuhan

1.4.1 Perubahan Wajib Belajar Menjadi Hak Belajar

Bab  IV  Bagian  Kesatu  Pasal  5  Ayat  1  UU  No  20  tahun  2003  tentang  Sistem 

Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang 

sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu.  Selanjutnya  Pasal  11  Ayat  1 

menyatakan bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan 

dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi 

setiap  warga negara  tanpa diskriminasi.  Ketentuan tersebut  kemudian dipertegas 

dalam Pasal 34 Ayat 2 yang menyatakan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah 

menjamin  terselenggaranya wajib  belajar  minimal  pada jenjang pendidikan dasar 

tanpa  memungut  biaya.  Pasal  34  Ayat  3  menyebutkan  bahwa  wajib  belajar 

merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan 

pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat. Oleh karena itu paradigma wajib 

belajar  pendidikan dasar  sembilan  tahun  digeser  menjadi  hak  belajar  pendidikan 

dasar  sembilan tahun yang menjamin kepastian bagi  semua warga negara untuk 

memperoleh pendidikan minimal sampai lulus SMP. Dengan pergeseran paradigma 

tersebut,  pemerintah  wajib  menyediakan  sarana  prasarana  dan  pendanaan  demi 

terselenggaranya pendidikan bagi seluruh warga negara.

1.4.2 Kesetaraan Dalam Pendidikan 

Di  antara  masyarakat  Indonesia  yang  bersifat  umum,  ada  sejumlah  siswa  yang 

memerlukan  perhatian  sangat  khusus  dengan  layanan  yang  khusus  pula. 

Kekhususannya  itu  bisa  jadi  karena  masalah  yang  sifatnya  fisik,  geografis,  atau 

sosial. Bab IV Bagian kesatu Pasal 6 Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang 



RENSTRA KEMDIKNAS 2010 - 
2014

6

Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa: setiap warga negara mempunyai 

hak  yang  sama  untuk  memperoleh  pendidikan  yang  bermutu  dan  setiap  warga 

negara berhak mendapat kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat. 

Selanjutnya Pasal 6 juga menyatakan bahwa: warga negara di daerah terpencil atau 

terbelakang serta masyarakat adat yang terpencil  berhak memperoleh pendidikan 

layanan khusus, dan warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, 

intelektual,  dan/atau  sosial  berhak  memperoleh  pendidikan  khusus  dan  warga 

negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh 

pendidikan khusus.

1.4.3. Pendidikan Komprehensif

Pendidikan  komprehensif  atau  pendidikan  holistik  adalah  pendidikan  yang 

mengintegrasikan  ilmu pengetahuan,  budi  pekerti,  kreativitas,  dan  inovasi  dalam 

suatu  kesatuan.  Pendidikan  komprehensif  adalah  pendidikan  yang  mampu 

mengeksplorasi seluruh potensi peserta didik. Potensi tersebut dapat berupa potensi 

kekuatan batin, karakter, intelektual dan fisik. Potensi tersebut dapat diintegrasikan 

menjadi kekuatan peserta didik melalui pendidikan komprehensif. Dalam pendidikan 

komprehensif  terkandung  pendidikan  karakter  khususnya  pendidikan  karakter 

bangsa yang harus ditanamkan sejak pendidikan usia dini hingga pendidikan tinggi.  

Sementera itu makin tinggi tingkat pendidikan peserta didik, mulai ditanamkan pendi-

dikan  kewirausahaan  (entrepreneurship).  Gambaran  pendidikan  komprehensif 

disajikan pada Gambar 1.1. 

1.4.4. Perubahan Fungsi Sekolah Negeri Menjadi Sekolah Publik

Pemerintah  membangun  sekolah  dalam  rangka  upaya  mencerdaskan  kehidupan 

bangsa  seperti  amanat  konstitusi.  Oleh  karena  itu  seyogyanya  sekolah  yang 

dibangun pemerintah dan kemudian menjadi ”sekolah negeri” harus berubah fungsi, 

karena investasi Pemerintah tersebut adalah investasi untuk publik. Sekolah-sekolah 

negeri ke depan harus bergeser menjadi sekolah publik. Bila sebelumnya sekolah 

negeri hanya dipakai siswa untuk aktivitas belajar dari  siswa sekolah tersebut,  ke 

depan fungsi dan pemanfaatan sekolah negeri harus ditingkatkan, tidak hanya untuk 

siswa  dari  sekolah  itu,  tetapi  pada  saat  tidak  digunakan  untuk  kegiatan  belajar-

mengajar dapat dimanfaatkan untuk kegiatan anggota masyarakat dengan ketentuan 

yang  terkendali.  Dengan  demikian  sekolah-sekolah  negeri  dapat  dimanfaatkan 

seluas-luasnya. 
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1.4.5. Pergeseran fungsi sekolah dari sisi pasokan menjadi sisi kebutuhan

Sekolah yang tadinya berdasarkan sisi pasokan (supply oriented) bergeser menjadi 

berdasarkan  kebutuhan  (demand  oriented).  Dalam  hal  ini  pemerintah  dan 

penyelenggara pendidikan harus memberikan layanan kebutuhan siswa, pendidik, 

tenaga kependidikan dan orang tua. Dengan demikian terjadi pergeseran orientasi 

yaitu ingin memberikan keterjaminan dalam layanan pendidikan yang sesuai dengan 

kebutuhan.

PAUD

PD

PT

PM

Pendidikan
KARAKTER

BANGSA

Pendidikan
KEWIRA
USAHAAN

CERDAS

KOMPETITIF
-Social Enterprenuer
-Business Enterpr.
-Gov’t Enterpreneur

8

PAUD: PendidikanAnak UsiaDini
PD: PendidikanDasar
PM: PendidikanMenengah
PT: PendidikanTinggi

Gambar  1.1 Pembangunan Pendidikan Komprehensif

(Sumber: Materi Presentasi Mendiknas dalam Rembug Nasional 2010)

1.5 Landasan Hukum 

Landasan hukum Renstra Kemdiknas Tahun 2010--2014 adalah sebagai berikut.

1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

2 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

3 Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

4 Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

5 Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

6 Undang-Undang No.  15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan 

Tanggung Jawab Keuangan Negara

7 Undang-Undang  No.  25  Tahun  2004  tentang  Sistem  Perencanaan 

Pembangunan Nasional

8 Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

9 Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen

10 Undang-Undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Nasional (RPJPN) 2005--2025 

11 Undang-Undang No. 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan
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12 Undang-Undang  No.  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi 

Elektronik

13 Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

14 Undang-Undang No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang 

Negara serta Lagu Kebangsaaan

15 Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

16 Peraturan Presiden Republik Indonesia No.  5 Tahun 2010 tentang Rencana 

Pembangunan  Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014

1.6 Pilar Strategis

Pilar  strategis landasan  filosofis  pendidikan  nasional  mengacu  pada  strategi 

pembangunan  pendidikan  nasional  sebagaimana  ditetapkan  dalam  penjelasan 

umum UU Sisdiknas, yaitu sebagai berikut.

(1) Pendidikan Agama serta Akhlak Mulia

(2) Pengembangan dan Pelaksanaan Kurikulum Berbasis Kompetensi

(3) Proses Pembelajaran yang Mendidik dan Dialogis

(4) Evaluasi, Akreditasi dan Sertifikasi Pendidikan yang Memberdayakan

(5) Peningkatan Profesionalitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan

(6) Penyediaan Sarana Belajar yang Mendidik

(7) Pembiayaan Pendidikan sesuai dengan Prinsip Pemerataan dan Berkeadilan

(8) Penyelenggaraan Pendidikan yang Terbuka dan Merata 

(9) Pelaksanaan Wajib Belajar

(10) Pelaksanaan Otonomi Satuan Pendidikan

(11) Pemberdayaan Peran Masyarakat

(12) Pusat Pembudayaan dan Pembangunan Masyarakat

(13) Pelaksanaan Pengawasan dalam Sistem Pendidikan Nasional


